Capaian Kinerja - LKPJ

Dinas Pendidikan
NO KODE PERMENDAGRI URUSAN / BIDANG / TARGET AL TINGKAT TINDAK LANJUT REKOMENDASI
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN :lANRE(;JE: CAPAIAN PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI DPRD OPD
1 URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas
DENGAN PELAYANAN Pendidikan
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas
BIDANG PENDIDIKAN Pendidikan
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN |Angka Partisipasi Kasar 100 % 106,77 106,77 Sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2018
PENDIDIKAN (APK) SD/MI/Paket A tentang Standar Pelayanan
Minimal, Dinas Pendidikan sudah
mengimplementasikan SPM yang
1 diwujudkan dalam Program
Pengelolaan Pendidikan meliputi
jenjang SD, SMP, PAUD, dan PNF
(Pendidikan Non Formal)
Angka Partisipasi Kasar 93,42 % 94,08 100,71
(APK) SMP/MTs/Paket B >
Angka Partisipasi Murni 99,5 % 99,73 100,23
(APM) SD/MI/Paket A - -
Angka Partisipasi Murni 83,4 % 83,53 100,16
(APM) SMP/MTs/Paket - -
B
APK 3-6 tahun 80 % 50,96 63,7 1) Mengoptimalkan PJ)
1) Pandemi mengakibatkan |dan home visit sampai
orang tua anak didik PAUD |diizinkan untuk
belum/menunda melaksanakan PTM
mendaftarkan anak- terbatas pada September
anaknya untuk masuk ke 12021
satuan PAUD 2) Pandemi |2) Dana BOP PAUD
mengakibatkan satuan diberikan kepada satuan
PAUD banyak yang PAUD dengan penggunaan
mengalami kekurangan disesuaikan dengan
murid sehingga tidak ada  |kebutuhan satuan PAUD
biaya operasional (PAUD  |(dipermudah
tutup) penggunaannya)




REALISASI

URUSAN / BIDANG / TARGET TINGKAT TINDAK LANJUT REKOMENDASI
NO KODE PERMENDAGRI PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN I&R::; CAPAIAN PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI DPRD OPD
Angka Lulusan (AL) 100 % 100 100 :
3 = Dinas
SD/MI Pendidikan
Angka Lulusan (AL) 100 % 100 100
SMP/MTs i i
Jumlah prestasi 60 buah 457 761,67
pendidikan Banyak lomba mulai
(PAUD,DIKDAS,DIKMAS) dilaksanakan kembali di
tengan pandemi serta
keaktifan sekolah untuk
melaporkan data prestasi
meningkat. Jumlah prestasi
pendidikan 457 buah i
dengan rincian prestasi
tingkat internasional 29
buah, nasional 107 buah,
provinsi 69 buah, dan
kabupaten/kota 252 buah
Cakupan Layanan 3,87 % 2,32 59,95 Mempromosikan lembaga
Pendidikan Non Formal pendidikan non-formal
(PNF) melalui kegiatan PNFest
(Pendidikan Non Formal
Festival) yang telah
diselenggarakan pada 29-
Dampak pandemi sehingga |30 Oktober 2021 dan
jumlah siswa di satuan kebijakan PTM sehingga
pendidikan kesetaraan, masyarakat dapat
khususnya LKP mengalami |mendaftar ke satuan
penurunan pendidikan kesetaraan,
karena khusunya pada LKP
sifatnya lebih ke
pengasahan skill
(menijahit, tata rias,
pelayaran) sehingga
kurang cocok untuk PJJ
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan APtS SD (Presentase 0,01 % 0,004 160 e
i - - Nihil
Sekolah Dasar murid putus sekolah)
" AL SD (Presentase murid 100 % 100 100( . Nihil Dinas
lulus sekolah)

Dandidiban




REALISASI

URUSAN / BIDANG / TARGET TINGKAT TINDAK LANJUT REKOMENDASI
NO KODE PERMENDAGRI PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN :&R::; CAPAIAN PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI DPRD OPD
AU SD (Presentase 0,29 %| 0,001698| 199,41 o '
murid mengulang - - Nihil
sekolah)
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan APtS SMP (Presentase 0,2 % 0 200( | Nihil
Sekolah Menengah murid putus sekolah)
Pertama AL SMP (Presentase 100 % 100 100 L I Nihil Dinas
2 murid lulus sekolah) Pendidikan
AU SMP (Presentase 0,15 % 0 200
murid mengulang - - Nihil
sekolah)
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Tercapainya kualitas 100 % 53,72 53,72
Anak Usia Dini (PAUD) kelembagaan pada Dari 456 53“{3" PAUD, Adanya penambahan
PendidisrAnal s baru 245 dari 456 satuan o1 dari BAN PAUD dan
Dini PAUD terakreditasi. Hal ini
ek GeibAE PNF kepada kota Surakarta
kuota akreditasi dari BAN jetin mel.akukan .
3 PAUD dan PNF serta e IR o Nihil Ches
pelaksanaan akreditasi men(?o.r S Reiekibn
secara online berdampak pendldlkar.l PR R
tiada pada satian PAUD memenuhi pe.rsyaratan
kurang berminat untuk :::::i:ra\seingaj s
mengajukan akreditasi
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Tercapainya kualitas 100 % 64,7 64,7
Nonformal/Kesetaraan kelembagaan pada Dari 16 PKBM dan 1 SKB
satuan pendidikan yang terdaftar di Dapodik,
pendidikan 11 sudah terakreditasi, Adanya penambahan
nonformal/kesetaraan namun terdapat 3 PKBM  |kuota dari BAN PAUD dan
yang akreditasinya sudah |PNF kepada kota Surakarta
kadaluarsa. Hal ini serta melakukan
a4 dikarenakan pembatasan |pendampingan dan Niil Dinas
kuota akreditasi dari BAN |mendorong satuan Pendidikan

PAUD dan PNF serta
pelaksanaan akreditasi
secara online berdampak
pada pada satuan PNF
kurang berminat untuk
mengajukan akreditasi.

pendidikan yang sudah
memenuhi persyaratan
untuk mengajukan
akreditasi




REALISASI

URUSAN / BIDANG / TARGET TINGKAT TINDAK LANJUT REKOMENDASI
NO  |KODEPERMENDAGRI| oo oom / KEGIATAN INDIKATOR NERJA | SATUAN ::I\VRE‘:UE: CanaiN PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI CPRD OPD
1 URUSAN PEMERINTAHAN

WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas

DENGAN PELAYANAN Pendidikan
DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas

BIDANG PENDIDIKAN Pendidikan
1.01.03 PROGRAM Persentase satuan 100 % 100 100

PENGEMBANGAN pendidikan yang telah Dinas

KURIKULUM menerapkan kurikulum Nihil perididilan
muatan lokal

1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Jumlah kegiatan 1| kegiatan 1 100 Dinas

5 Muatan Lokal Pendidikan |penyusunan kurikulum Nihil pendidikan

Dasar muatan lokal
1 URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG BERKAITAN Dinas
DENGAN PELAYANAN Pendidikan
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas

BIDANG PENDIDIKAN Pendidikan

1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN |Persentase guru yang 85,59 % 83,4 97,44 Dinas
TENAGA KEPENDIDIKAN tersediakan di satuan Nihil pendidikan

pendidikan
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan |Terlaksananya 4| kegiatan 4 100

Kualitas Pendidik dan Pemerataan Kuantitas
Tenaga Kependidikan bagi |dan Kualitas Pendidik
Satuan dan Tenaga )

6 Pendidikan Dasar, PAUD, [Kependidikan bagi Nihil Dupa_s
dan Pendidikan Satuan Pendidikan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan Dasar,PAUD, dan

Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG TIDAK Dinas
BERKAITAN DENGAN Pendidikan
PELAYANAN DASAR
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN Dinas
BIDANG STATISTIK Pendidikan
2.20.02 PROGRAM Bl
PENYELENGGARAAN pendidikan

STATISTIK SEKTORAL




REALISASI

URUSAN / BIDANG / TARGET TINGKAT TINDAK LANJUT REKOMENDASI
NO KODE PERMENDAGRI ERMASALAHAN UPAYA MENGATASI OoPD
PROGRAM / KEGIATAN INDIASOR KINERJA AT :I‘::E(:UE; CAPAIAN . DPRD
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik |Terpeliharanya sistem 12 bulan 12 100 Dinas
7 Sektoral di Lingkup Daerah [manajemen pendidikan Nihil pendidikan
Kabupaten/Kota
5 UNSUR PENUNJANG Dinas
URUSAN PEMERINTAHAN Pendidikan
5.01 PERENCANAAN Dinas
Pendidikan
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN Dinas
EVALUASI PEMBANGUNAN pendidikan
DAERAH
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan |Tersusunnya dokumen 3 Dok 3 100 Dinas
8 dan Pendanaan perencanaan tepat Nihil endidilion
waktu
5 UNSUR PENUNJANG Dinas
URUSAN PEMERINTAHAN Pendidikan
5.02 KEUANGAN Dinas
Pendidikan
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN Dinas
KEUANGAN DAERAH Pendidikan
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Terlaksananya 12 bulan 12 100
9 Kewenangan Pengelolaan |pengelolaan dana hibah Nihil Dinas
Keuangan Daerah & bantuan sosial Pendidikan
X PROGRAM PENUNJANG Dinas
URUSAN PEMERINTAHAN Pendidikan
DAERAH
XXX PROGRAM PENUNJANG Dinas
URUSAN PEMERINTAHAN Pendidikan
DAERAH
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG Binas
URUSAN PEMERINTAHAN Pendidikan
DAERAH
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Tersusunnya laporan 3 Dok 3 100
Penganggaran, dan Evaluasi | Perencanaan, S Dinas
10 Nihil s
Pendidikan

Kinerja Perangkat Daerah

Penganggaran dan
Evaluasi




REALISASI
URUSAN / BIDANG / TARGET TINGKAT TINDAK LANJUT REKOMENDASI
PERMENDAGRI HAN UPAYA MENGATASI OPD
NG i PROGRAM / KEGIATAN THOBATON KINERJA SATUAN IT(‘:JRE?UEI CAPAIAN PERMAMEN DPRD
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Terbayarnya gaji, 12 bulan 12 100
Perangkat Daerah Tunjangan, jaminan
kesehatan ASN,
Tambahan Penghasilan
berdasar beban kerja . Dinas
11 PNS, Honor Pengelola Nihil Pendidikan
Keuangan dan BMD,
Tunjangan Profesi Guru,
Tambahan Penghasilan
Guru
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Kegiatan kedinasan 12 bulan 12 100 Dinas
12 Perangkat Daerah dapat berjalan lancar Nihil pendidikan
dan bermanfaat
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik  |Kegiatan kedinasan 12 bulan 12 100 Dinas
13 Daerah Penunjang Urusan |dapat berjalan lancar Nihil pendidikan
Pemerintah Daerah dan bermanfaat
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang|Kegiatan kedinasan 12 bulan 12 100 Dinas
14 Urusan Pemerintahan dapat berjalan lancar Nihil pendidikan
Daerah dan bermanfaat
15 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik |Pekerjaan kedinasan 12 bulan 12 100 Nihil Dinas
Daerah Penunjang Urusan |dapat berjalan lancar Pendidikan
Surakarta, 10 Maret 2022
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
AHLI WALIKOTA
& KEDA DAN PEMBANGUNAN
.
P——




Kebijakan Strategis Tahun 2021
Dinas Pendidikan

NO

TAHUN

OPD

KEBIJAKAN STRATEGIS

DASAR HUKUM

TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN

STATUS
VERIFIKASI

2021

Dinas
Pendidikan

Penerima dan besaran dana hibah yang
bersumber dari DAK Non Fisik dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota
Surakarta Tahun Anggaran 2021

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR
900/ 40.3 TAHUN 2021 TENTANG DAFTAR
PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS NON
FISIK DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2021

Pemberian dana hibah yang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan bagi Badan /
Lembaga / Organisasi / Lembaga Pendidikan /
Yayasan Pendidikan / Sekolah / Satuan Pendidikan
di Kota Surakarta,

Terverifikasi

2021

Dinas
Pendidikan

Penetapan Penerima dan Besaran Dana
Hibah yang Bersumber dari Dana Alokasi
Khusus Non Fisik dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kota
Surakarta Tahun Anggaran 2021

KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 900/40.3 TAHUN
2021 TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN
BESARAN DANA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA
SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

Menetapkan daftar penerima dan besaran dana
hibah yang bersumber dari DAK Non Fisik dan
APBD di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota
Surakarta TA 2021

Terverifikasi

2021

Dinas
Pendidikan

Penetapan penerima dan besaran BPMKS
jenjang SD/MI dan SMP/MTs TA 2021

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR
900/33.7 TAHUN 2021 TENTANG DAFTAR
PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT KOTA SURAKARTA JENJANG
SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH
TSANAWIYAH TAHUN ANGGARAN 2021

Sebagai bantuan pembelian peralatan penunjang
belajar pribadi bagi peserta didik yang berasal dari
keluarga rentan dan tidak mampu

Terverifikasi




STATUS

TAHUN OPD KEBIJAKAN STRATEGIS DASAR HUKUM TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN VERIFIKASI
2021 |Dinas Penetapan penerima dan besaran BPMKS [KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR Sebagai bantuan pembelian peralatan penunjang |Terverifikasi
Pendidikan |jenjang SD/MI dan SMP/MTs TA 2021 900/70.2 TAHUN 2021 TENTANG DAFTAR belajar pribadi bagi peserta didik yang berasal dari
Tahap I PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN |keluarga rentan dan tidak mampu

MASYARAKAT KOTA SURAKARTA JENJANG
SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH
TSANAWIYAH TAHAP Il TAHUN ANGGARAN 2021

2021 |Dinas Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak{Terverifikasi
Pendidikan |Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan  [2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah
Sekolah Menengah Pertama Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Pertama

Sekolah Menengah Pertama

Surakarta, 10 Maret 2022
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

——_STAF AHLI WALIKOTA
ANG/K z‘hm@ AN DAN PEMBANGUNAN
,ﬁ_\ﬁ O\




Tindak Lanjut Tahun 2021

Dinas Pendidikan

RENCANA
NO | TAHUN OPD REKOMENDASI DPRD TINDAK LANJUT OPD TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN SIATLS PROGRAM JADWAL
VERIFIKAS!
PELAKSANAAN
1 2021|Dinas Dalam menyelenggarakan Urusan Sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2018 tentang |Implementasi SPM telah dilaksanakan Terverifikasi PROGRAM TA 2022
Pendidikan |Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan |Standar Pelayanan Minimal, Dinas sesuai PP No. 2 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN
Standar Pelayanan Minimal, Peraturan PENDIDIKAN

Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan
Daerah meliputi urusan bidang: pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum dan penataan
ruang, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, ketenteraman, ketertiban
umum, dan pelindungan masyarakat serta
sosial Pemerintah Daerah mendasarkan pada
Standar Pelayanan Mininal sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal

Pendidikan sudah mengimplementasikan
SPM yang diwujudkan dalam Program
Pengelolaan Pendidikan meliputi jenjang
SD, SMP, PAUD, dan PNF (Pendidikan Non
Formal)

Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 Tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal, dan diperjelas
melalui Permen Kementrian teknis yakni
Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018
Tentang Penerapan Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan.

Surakarta, 10 Maret 2022
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
) KOTA SURAKARTA

KN\DAN PEMBANGUNAN
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Prestasi & Penghargaan Tahun 2021
Dinas Pendidikan

ASAL PEROLEHAN SKALA STATUS
NO | TAHUN OPD PENGHARGAAN PENGHARGAAN PENGHARGAAN BUKTI PENGHARGAAN VERIFIKASI
1 2021|Dinas Sekolah Adiwiyata Kementerian Lingkungan [Nasional https://lkpj.surakarta.go.id/uploa |Terverifikasi
Pendidikan |Tingkat Nasional Hidup dan Kehutanan ds/bukti_penghargaan/c09d983e
Tahun 2021 - SD Republik Indonesia 3b2f758f1c58b0b370312189.jpg
Negeri Cemara Dua
2 2021|Dinas Penghargaan Sekolah |Kementerian Lingkungan [Nasional https://lkpj.surakarta.go.id/uploa |Terverifikasi
Pendidikan |Adiwiyata Mandiri- |Hidup dan Kehutanan ds/bukti_penghargaan/102b71d0

SMP Negeri 1
Surakarta

Republik Indonesia

f0a4ff9cee591972e8674e8a.jpg

Surakarta, 10 Maret 2022
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
STAF AHLI WALIKOTA




